SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KAPUAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020
tentang Tata Cara Penyaluran Dana alokasi Umum
Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan
Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun
Anggaran 2020;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Mengingat



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kapuas Tahun 2007 Nomor 16);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun
2019 Nomor 11);

20. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 44 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran
2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TENTANG PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan
yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi
kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai
perangkat daerah di Kabupaten Kapuas.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan
sebagai perangkat kecamatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat
RKUN adalan rekening tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran
negara pada bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau
walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah
pada bank yang ditetapkan.
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BAB II
UMUM
Pasal 2

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
dialokasikan untuk memenuhi kewajiban penganggaran
bagi kelurahan.

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
mendanai kegiatan pembangunan sarana prasarana
Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB III
KATEGORI DAN ALOKASI
Pasal 3

Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
sesuai dengan kategori Daerah yang termuat dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.07/2020
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Tambahan
Umum Tahun Anggaran 2020.

Besaran Pagu alokasi DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebesar Rp. 6.222.000.000,00 (enam milyar dua ratus
dua puluh dua juta rupiah) sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020.

Jumlah kelurahan di wilayah Kabupaten Kapuas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 17 (tujuh
belas) kelurahan dengan kategori perlu ditingkatkan.
DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagikan secara
merata kepada seluruh kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp. 366.000.000,00 (tiga
ratus enam puluh enam juta rupiah).

Selain DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kelurahan juga
diberikan dana alokasi dari APBD paling sedikit sebesar
dana desa terendah yang diterima oleh desa di
Kabupaten Kapuas.

Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
dan dana alokasi dari APBD kepada kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 4

Pagu alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan di wilayah Kabupaten Kapuas ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2020

BAB V
PENYALURAN

Pasal 5

(1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan diwilayah Kabupaten Kapuas dilaksanakan
secara bertahap, dengan ketentuan:

a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat
bulan Juni 2020; dan

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat
bulan September 2020

(2) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan diwilayah Kabupaten Kapuas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing
tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DAU
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang
dianggarkan pada APBD Kabupaten Kapuas.

(3) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat
sisa DAU Tambahan, Pemerintah Kabupaten Kapuas
wajib  menganggarkan kembali pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Sisa DAU tambahan atas kegiatan yang keluaran
(output) kegiatannya telah tercapai, dianggarkan
kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau
kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai
prioritas; dan

b. Sisa DAU tambahan atas kegiatan yang keluaran
(output) kegiatannya belum tercapai, dianggarkan
kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada
kelurahan bersangkutan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari
2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 23 April 2020

BUPATI KAPUAS,
ttd
BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 23 April 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd
MASRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

.
I —

bina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770121 199511 1 001



